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ABSTRAKS

Penelitian ini berjudul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Dilihat Dari Pendapatan Daerah Pada APBD 2010-2012”. Tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam mengelola
keuangan daerahnya dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD tahun
anggaran 2010-2012.

Penelitian ini mengambil lokas di Kabupaten Klaten, sedangkan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD Kabupaten Klaten tahun
anggaran 2010-2012. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan
wawancara yang dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif komparatif dengan menggunakan beberapa rasio
keuangan, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas, dan rasio
pertumbuhan.

Berdasarkan hasil pendlitian dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan rasio
kemandirian keuangan selama tiga tahun masih diantara 0-25% tergolong dalam pola
hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
ddam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah,
pembangunan, pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah. (2) Kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten cukup efektif. Hasil rasio efektifitas pada tahun
2010 sebesar 88,89%, sedangkan tahun 2011 dan 2012 sebesar 100,99% dan 109,81%.
(3) Hasll Rasio Efisienss Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran
2010 sampai 2012 sudah menunjukkan efisien dalam mencapai penerimaanPAD, karena
rasio yang dicapai kurang dari 100%. Secara keseluruhan tingkat efisiensi Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten sudah efisien. (4) Rasio pertumbuhan secara keseluruhan
mengalami penurunan disetiap tahunnya.

KataKunci: Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Keuangan, Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Pemda) dan UndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya
otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam
pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya
yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potenss daerah. Untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang

luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsiona yang diwujudkan dengan



pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasiona yang berkeadilan,
serta perimbangan  keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih
luas kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua
urusan pemerintah mulai dari perencanaan potensi yang dimiliki dalam rangka
membangun dan mengembangkan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong
pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen
kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebaga instrumen kebijakan, APBD
mendukung posis sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas
Pemda. APBD dapat digunakan sebagai aat untuk menentukan besarnya
pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian
pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber
pengembangan ukurartukuran standar untuk evaluasi kinerja, aat untuk memotivasi
para pegawai dan alat koordinas bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber
daya manusia yang handal tetap juga harus didukung oleh kemampuan keuangan
daerah yang memadai. Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari
besarnya penerimaan daerah khususnya pendapatan adli daerah. PAD merupakan
sumber utama untuk melaksanaan otonomi daerah. Upaya pemerintah daerah dalam
menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah
yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan daerah.

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang
telah di tetapkan dan dilaksanakan. Anadlisis rasio keuangan APBD dilakukan
dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan
dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan
yang terjadi. Dengan andlisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian
keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur
efektifitas dan efisens dalam meredisaskan pendapatan daerah, mengukur
sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan
dapat mengukur kontribusi masingmasing sumber pendapatan dalam

pembentukan pendapatan daerah (Halim:2007).



Tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menygjikan informasi
yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
(pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak
yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau
tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan
daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang
telah dilaksanakan.

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata cukup
berlimpah dan bervarias adalah Kabupaten Klaten. Obyek pariwisata di Klaten
dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu wisata alam dan budaya atau
sgjarah. Dengan adanya tempat-tempat wisata tersebut, maka potensi pendapatan
daerah akan semakin meningkat. Peningkatan ini tidak langsung berpengaruh
terhadap pendapatan pajak daerah, yang disebabkan dari besarnya sumber daya
yang dimiliki kota Klaten dari sektor - sektor yang lain.

Salah satu sumber utama PAD pada era otonomi daerah di Kabupaten Klaten
adalah pada sektor pariwisata, mengingat pada sektor inilah yang paling potensia
yang menghasilkan pendapatan yang sangat besar karena sifatnya yang
multisektoral dan multieffects Dengan sektor kepariwisataan akan mendukung
peningkatan pendapatan dari berbagai siss mulai retribusi masuk obyek wisata,
pajak hotel dan restoran, perijinan usaha pariwisata. Pengembargan tersebut
tentunya harus dikelola melalui peningkatan nilai tambah sumber daya yang
dikelola secara terpadu dengan memperhatikan aspek pemerintahan yang baik,
desentralisasi, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam
rangka pengembangan pariwisata.

Keuangan merupakan sadlah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara
nyata kemampuan suatu daerah dalam membiayai rumah tangga sendiri, dalam arti
sampal sgjauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk
membiaya keperluan-keperluan sendiri tanpa sematamata menggantungkan diri
pada bantuan dan subsidi pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat
harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi

bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan



keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan
Negara.

Dengan perubahan yang mendasar tersebut, maka dampak yang akan
dirasakan oleh pemerintah daerah bukan hanya menyangkut perubahan sistem dan
gruktur pemerintahan daerah, melainkan dan terutama menyangkut kemampuan dan
ketersediaan sumber daya manusia aparatur baik secara kualitatif maupun kuantitatif
yang akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan
daerah yang kuat, efektif, efisen dan memiliki akuntabilitas. Sumber daya manusia
yang diperlukan bukan hanya memiliki keterampilan dan kemampuan professional
dibidangnya, tetapi juga memiliki etika dan mora yang tinggi serta memiliki
dedikas serta pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi  Kabupaten Klaten
yaitu: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat
yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran
rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah,
(2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha
dan kemampuan pemerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-
sumber pendapatan yang ada. Realitas hubungan fiskal antara pusat dan daerah
ditandai dengan tingginya kontrol pusat ke daerah melalui proses pembangunan
daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporss PAD dengan total penerimaan
daerah dibanding besarnya subsidi yang didrop dari pusat. Indikator desentralisasi
fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD terdiri dari
pajak-pajak daerah, restribusi daerah, laba bersih dari Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD).

Berdasarkan uraian diatas judul penelitian ini adaah “ANALISIS KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN DILIHAT
DARI PENDAPATAN DAERAH PADA APBD 2010-2012".



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah dalam penditian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah
Daerah Kabupataen Klaten dilihat dari pendapatan daerah pada APBD 201020127

C. Pembatasan Masalah

Lahirnya UndangUndang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Pemda) dan UndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa
perubahan yang mendasar pada sistem kinerja pemerintahan dan sistem keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat luasnya permasalahan yang
akan dibahas, serta keterbatasan kemampuan dan waktu yang tersedia, penulis
membatas permasalahan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten terhadap laporan keuangannya sgja pada tahun anggaran 2010-
2012.

D. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka
tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan
analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dari
tahun anggaran 2010-2012.

E. Manfaat Pendlitian
1 Instansi Pemerintah
Hasl penditian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, pembanding
dan bahan acuan bagi instans pemerintah dalam rangka upaya peningkatan
kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
2 Bagi Penulis
Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kinerja keuangan
Pemerintah Dagerah.



3 Bagi Akademis
Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang

sgenis.

F. Tinjauan Pustaka
Macam-M acam Rasio K euangan Pada APBD
a Rasio Kemandirian Kauangan Daerah

Secara konseptual pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

harus dilakukan sesua dengan kemampuan keuangan daerah dalam

membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun

pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan.
Paul Harsey dan Kenneth Blancard memperkenalkan *“Hubungan

Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah @alam Halim, 2002:168-

169) antaralain:

1) Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari
pada kemandirian pemerintah daerah (deerah yang tidak mampu
melaksanakan otonomi daerah).

2) Polahubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai
berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan
otonomi.

3) Polahubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang
mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati
mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

4) Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada
karena daerah sudah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan
urusan otonomi daerah.



Tabd 1
Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah

Kemampuan keuangan Kemandirian Pola Hubungan
Rendah sekali 0% - 25% [ nstruktif
Rendah 25% - 50% Konsultatif
Sedang 50% - 75% Partisipatif
Tinggi 75% - 100% Delegatif

Sumber ; Abdul Halim (2002)

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan
kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak
dan retribus sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan
adi daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari
sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Pendapatan Adli Daerah
Sumber pendapatan dari pihak ekstern

Rasio Kemandirian =

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantuangan daerah terhadap
sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti
bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal
(terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula
sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,
semakin tinggi partispas masyarakat dalam membayar pajak dan retribus
daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat
membayar paak dan retribuss daerah akan menggambarkan tingkat
kesgjahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio Efektifitas Pendapatan Adli Daerah

Menurut Halim (2008:234) Rasio efektifitas adalah rasio yang

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD



yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan
potensi riil daerah.

_ N Realisasi Penerimaan PAD
Rasio EfektifitasPAD = ~ Target Penerimaan PAD yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif
apabila rasio yang dicapaimencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.
Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan daerah
pun semakin baik.

c. Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2008:235) Rasio efisens adalah rasio yang
menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan dengan realisas pendapatan yang diterima. Kinerja
pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan
efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.
Semakin kecil rasio efisensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.
Rasio efisiens dapat diukur dengan :

Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD

Rasio Efisiens =
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

d Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2008:241) Rasio pertumbuhan (Growth Ration) mengukur
seberagpa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari satu periode ke periode
berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen
sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi
potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi persentase
pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar
kemampuan Pemda dalan mempertahankan dan meningkatkan keberhadlan

yang dicapai dari setiap periode.



Realisasi Penerimaan PAD xn - xn-1

Rasio Pertumbuhan PAD = Realisas Penerimaan PAD xn-1

Rad o Pertumbuhan Realisai Penerimaan Pendapatanxn - xn-1
Pendapatan = Redlisas Penerimaan Pendapatan xn-1
Keterangan : Xn = Tahun yang dihitung

xn-1 = Tahun sebelumnya

G. MetodePenelitian
1. JenisPendlitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode deskriptif
komparatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan, menyusun,
membandingkan, menganalisis, dan interpretasi data yang akhir pada kesimpulan
yang didasarkan pada penelitian data. Hasilnya ditekankan untuk memberikan
gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti
(kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten) jika ditinjau melalui analisisrasio
keuangan APBD.

2. Jenisdan sumber data
a Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
bersifat kuantitatif yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak
langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data
tersebut merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (APBD)
tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012.

b. Sumber data
Datadiperoleh dari sumber instansi yang terkait yaitu : Kantor DPPKAD
Kabupaten Klaten
Adapun data yang diambil yaitu :
d Redisas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012

b) Gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Klaten.



H. Analisis Datadan Pembahasan

Berikut merupakan pertumbuhan dan kontribusi realisas sumber-sumber
penerimaan keuangan daerah terhadap total penerimaan keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Klaten tahun anggaran 2010-2012.

Pertumbuhan dan Kontribusi Realisasi Sumber-sumber Penerimaan Keuangan
Daerah terhadap Total Penerimaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2010-2012.

Secara garis besar menggambarkan pertumbuhan dan kontribus redlisas
sumber-sumber penerimaan keuangan daerah terhadap total pererimaan keuangan
daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk sumber penerimaan
keuangan dari pendapatan asli daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan
pada tahun anggaran 2010 Rp54.886.005.749, di tahun anggaran 2011
Rp72.290.993.848 dan tahun anggaran 2012 Rp84.755.834.704 vyaitu tahun
anggaran 2010 sampai 2011 naik sebesar Rp17.404.988.099 dan tahun anggaran
2011 sampai 2012 sebesar Rp12.464.840.856.

1. Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil terlihat bahwa PAD dan sumber pendapatan dari pihak
ekstern pada tahun anggaran 2010, 2011, dan 2012 mengalami kenaikan. Rasio
kemandirian Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 sebesar 5,46%, di
tahun anggaran 2011 mengalami kenaikan menjadi 5,60% atau mengalami
kenaikan 0,14%, dan pada tahun anggaran 2012 mengalami kenaikan menjadi
5,94% atau mengalami kenaikan 0,34%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disampaikan bahwa rasio
kemandirian sedlama tiga tahun pada Kabupaten Klaten memiliki tingkat
kemandirian masih rendah dalam kategori kemampuan keuangan kurang dengan
pola hubungan instruktif yaitu peran pemerintah pusat sangat dominan daripada
daerah. Ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan masih antara G
25%. Rasio kemandirian yang rendah sekali  mengakibatkan kemampuan
keuangan daerah Kabupaten Klaten dadlam membiayai pelaksanaan pemerintah
dan pembangunan masih sangat tergantung pada penerimaan pusat.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Adli Daerah

Perhitungan rasio efektifitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dari

tabd diatas, pada tahun anggaran 2010 menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah



Kabupaten Klaten dalam mencapai penerimaan PAD belum sesuai target dengan
apa yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah sedangkan pada tahun
anggaran 2011 dan 2012 dilaksanakan sesuai target karena rasio yang dicapai
lebih dari 1 (satu) atau 100%.

Besarnya rasio efektifitas untuk Pemeruntah Daerah Kabupaten Klaten pada
tahun anggaran 2010 sebesar 88,89%, ini membuktikan bahwa penerimaan
keuangan yang bersumber dari PAD dapat dikatakan belum efektif. Pada tahun
anggaran 2011 rasio efektifitas sebesar 100,99%, ini membuktikan bahwa
penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD dapat dikatakan efektif. Analisis
rasio efektifitas pada tahun anggaran 2012 sebesar 109,81%, ini membuktikan
bahwa penerimaan keuangan yang bersumber dari PAD dapat dikatakan efektif.
Secara kesdluruhan tingkat efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
sudahefektif tetapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

. Rasio Efisiens

Perhitunganrasio efisiensi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dari
tabel diatas, pada tahun anggaran 2010 sampai 2012 menunjukkan Kkinerja
pemerintah Kabupaten Klaten dalam mencapai penerimaan PAD mengaami
efisens berdasarkan potens riil daerah, karena rasio yang dicapai kurang dari
100%. Besarnya rasio efisiensi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada
tahun anggaran 2010 sebesar 1,97%, ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD
sudah efisien. Pada tahun anggaran 2011 rasio efisenss mengalami kenaikan
sebesar 1,40%, ini dapat dikatakan dalam pemungutan PAD sudah efisien.
Andisis rasio efisens pada tahun anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar
2,63%, ini dapat dikatakan biaya pemungutan PAD sudah efisien. Secara
keseluruhan tingkat efisiens Pemerintah Daerah Kabupaten Klatensudah efisien
tetapi mengalami penurunan pada tahun 2012.

. Rasio Pertumbuhan

Dari perhitungan dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD dan
pertumbuhan pendapatan pada tahun 2010 tidak dapat dihitung, karena tahun
tersebut sebagai tahun dasar periode. Pertumbuhan PAD pada tahun anggaran
2011 sebesar 31,71%. Kemudian tahun anggaran 2012 PAD mengaami
penurunan menjadi sebesar 17,24%. Begitu juga rasio pertumbuhan pendapatan



pada tahun anggaran 2011 sebesar 28,67%. Selanjutnya pada tahun anggaran
2012 mengalami penurunan sebesar 10,81%. Rasio pertumbuhan di Pemerintah
Daerah Kabupaten Klaten secara keseluruhan mengalami penurunan disetiap
tahunnya.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio keuangan pada APBD

Kabupaten Klaten selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2012

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1 Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah selama tiga tahun masih
diantara 0-25% tergolong dalam pola hubungan instruktif berarti kemampuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memenuhi kebutuhan dana untuk
penyelenggaraan tugastugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial
masyarakat masih relatif rendah. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber
pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi. Disebabkan karena
sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.

2 Hasil perhitungan rasio efektifitas Kabupaten Klaten @da tahun anggaran 2010
sebesar 88,89 % menunjukkan belum efektif. Dan tahun anggaran 2011 sampai
2012 masing-masing sebesar 100,99% dan 109,81% menunjukkan efektif. Secara
keseluruhan rasio efektifitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sudah
efektif tetapi mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

3 Rasio efisiensi di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran
2010 sampai 2012 menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Klaten dalam
mencapal penerimaan PAD mengalami efisiensi berdasarkan potensi riil daerah,
karena rasio yang dicapai kurang dari 100%. Besarnya rasio efisiens untuk
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten pada tahun anggaran 2010 mencapal
1,97%, pada tahun anggaran 2011 rasio efisiensi mengalami kenaikan menjadi
1,40%. Andlisis rasio efisiensi pada tahun anggaran 2012 mengalami penurunan
efisens menjadi 2,63%. Secara keseluruhan tingkat efisiensi Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten sudah efisien tetapi mengalami penurunan pada tahun 2012.

4. Berdasarkan rasio pertumbuhan Kabupaten Klaten ratarata keseluruhan

mengalami penurunan disetiap tahunnya.



J. Keterbatasan Penelitian
Dari hasil penelitian dan hasil analisis data serta kesimpulan, keterbatasan
dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, yaitu data sekunder dari
Pemerintah Kabupaten Klaten hanya selama tahun anggaran 2010 sampai tahun
anggaran 2012 sgja.

2 Penditian ini hanya menggunakan empat model analisis rasio keuangan,
sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh

K. Saran

Berdasarkan hasil andlisis data dan kesmpulan tentang kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, penulis mencoba mengajukan beberapa
saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1 Penditian yang akan datang sebaiknya memperpanjang periode pendlitiannya
lebih dari tiga tahun terakhir sehingga diperoleh hasil analisis yang lebih
lengkap dan menyeluruh.

2 Pendlitian berikutnya diharapkan melengkapi alat analisis yang digunakan, tidak
hanya menggunakan empat alat anadisis sgja. Sehingga alat analisis yang
digunakan lebih lengkap dan mendapatkan hasil analisis yang lebih lengkap.
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